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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKPSDM 

Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. 

BKPSDM berperan strategis sebagai koordinator dengan dukungan 

koordinasi antar instansi yang cukup baik. Namun, pelaksanaannya belum 

optimal karena masih terdapat kendala seperti lamanya proses penanganan, 

keterbatasan bukti, potensi subjektivitas, serta belum optimalnya 

pengawasan dan pemanfaatan sistem digital. Dampaknya, efek jera belum 

maksimal sehingga pelanggaran masih berulang. Dengan demikian, 

diperlukan peningkatan efektivitas, objektivitas, dan pemanfaatan teknologi 

dalam penegakan disiplin ASN. 

2. Implementasi Perspektif Fiqh Siyasah dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penjatuhan hukuman 

disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKPSDM Kabupaten Bengkulu 

Tengah pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai dalam fiqh siyasah. 

Hal ini terlihat dari penerapan prinsip kemaslahatan (maslahah), di mana 

kebijakan penegakan disiplin tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, 

tetapi juga menjaga ketertiban organisasi serta mendorong terciptanya tata 

kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, prinsip keadilan (al-„adl) juga 
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tercermin dalam proses penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan secara 

proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, bukti yang 

ada, serta kondisi ASN yang bersangkutan, sehingga menghindari adanya 

diskriminasi atau kesewenang-wenangan. 

Lebih lanjut, implementasi tersebut juga mencerminkan prinsip tanggung 

jawab pemimpin (ulil amri) dalam menjaga kedisiplinan dan integritas 

aparatur negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Prinsip amar ma‟ruf nahi munkar turut terejawantahkan 

melalui mekanisme pembinaan yang dilakukan secara bertahap sebelum 

pemberian sanksi, serta penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran 

yang terjadi. Di samping itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga 

terlihat dalam setiap tahapan proses, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, 

hingga penetapan dan pendokumentasian hukuman disiplin, yang 

dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penjatuhan 

hukuman disiplin ASN tidak hanya berlandaskan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip normatif 

dalam fiqh siyasah, sehingga mampu menciptakan sistem penegakan 

disiplin yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penjatuhan hukuman 

disiplin ASN oleh BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah dalam perspektif fiqh 

siyasah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Peningkatan Pemahaman ASN terhadap Aturan Disiplin  

BKPSDM perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara 

berkala kepada ASN terkait peraturan disiplin yang berlaku. Hal ini 

penting agar setiap ASN memahami kewajiban dan larangan, sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin.  

2. Optimalisasi Proses Penanganan Kasus Disiplin. 

Diperlukan upaya percepatan dalam proses penjatuhan hukuman 

disiplin melalui penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan aspek 

ketelitian dan keadilan. Standar waktu penanganan kasus juga perlu 

ditegakkan secara konsisten.  

3. Penguatan Objektivitas dalam Pengambilan Keputusan. 

Untuk menghindari potensi subjektivitas, BKPSDM perlu 

memperkuat mekanisme pengawasan dan melibatkan tim atau majelis 

pertimbangan dalam setiap penanganan kasus disiplin, sehingga keputusan 

yang diambil lebih transparan dan akuntabel.  

6. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. 

Pengawasan terhadap ASN perlu dilakukan secara lebih konsisten 

dan berkelanjutan, baik oleh atasan langsung maupun melalui sistem 

monitoring yang terintegrasi, guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak 

dini.  

7. Pengembangan Sistem Digital Terintegrasi. 

BKPSDM disarankan untuk mengembangkan sistem informasi 

manajemen disiplin ASN berbasis digital yang terintegrasi, sehingga 
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memudahkan dalam pencatatan, pelaporan, serta evaluasi kasus 

pelanggaran disiplin secara lebih efektif dan efisien.  

8. Penerapan Pendekatan Edukatif dan Preventif. 

Penjatuhan hukuman disiplin tidak hanya bersifat represif, tetapi 

juga perlu diimbangi dengan pembinaan, pembimbingan, dan pendekatan 

moral sesuai nilai-nilai fiqh siyasah, agar ASN dapat memperbaiki diri dan 

tidak mengulangi pelanggaran.  

9. Penguatan Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Tata Kelola ASN. 

BKPSDM perlu menginternalisasikan prinsip keadilan (al-„adl), 

kemaslahatan (al-maslahah), dan amanah (al-amanah) dalam setiap 

kebijakan dan praktik penegakan disiplin, sehingga tercipta tata kelola 

pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.  

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan implementasi 

penjatuhan hukuman disiplin ASN di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat 

berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan 

yang baik serta prinsip fiqh siyasah. 
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